BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual dengan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang
tersebut, dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan
rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan undang-undang ini, namun dalam upaya negara untuk
memberikan  perlindungan terhadap korban dengan peraturan
perundang-undangan belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini
disebabkan karena hanya Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga
Bantuan Hukum (LSM/LBH) yang selama ini bergerak secara maksimal,
disamping itu Undang-undang yang berlaku belum memadai secara khusus
menangani persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan yang menjadi
korban. Penanganan kasus pelecehan seksual ini juga dilihat dari siapa
yang menjadi korban jika korbannya adalah anak maka Undang-undang

yang digunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi
jika korbannya adalah orang yang dewasa maka yang digunakan adalah
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Il BAB XIV dari
Pasal 281-283 yang mengatur tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pasal 289

KUHP yang mengatur tentang Pencabulan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:
Kejelasan mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sudah dijalankan sesuai dengan aturan
yang berlaku, namun penulis ingin agar pelecehan seksual terhadap
perempuan lebih lagi mendapat perhatian khusus di mata hukum, negara,
aparat penegak hukum, dan masyarakat supaya dapat menanggulangi
kurang perhatiannya kasus tindak pidana pelecehan seksual agar
perempuan tidak  terus-menerus mendapatkan perlakuan  yang

semenah-menah dari pelaku khususnya pelecehan seksual.
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